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cevisi UU P2SK Akan

erkuat Fungsi

Pembahasan revisi UL P2SK membuka ruang penguatan
fungsi pengawasan DPR rerhadap otoritas keuangan.

sepertt BEL OJK, dan LPS,

JAKARTA, KOMPAS — Hoevisi Un
dang-Ladang Nomor 4 Tahon
2023 tentung  Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuang-
an atau RUL F25K membuba
mang  hagi penguatan fongsi
pengawasan DFR terhadap olo-
Titas keuangan,

Fungsi ini meliputi penilaian
dan cvaluasi Kinerja Bank Indo-
ne (BI), Otoribas Jasa Ke-
vangaie (OJRD) dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS)

Wacana  terschul  mencisal
dalam salah satn v=sulan yang
disarmpaikan olch Gura Besar
Hukum Tata MNegara Fakultas
Hukum  Universilas  Schelas
Maret, Surakarta, Agus Hiwanto
dulam Hapat Dengar Peodapat
Ul Pamitia Kerja R
P25K buersima Komisi X1 DPLG
di Credung Parlemen, Jakarta,
Rarmis (1272072026

I'a menjelaskan, fungsi peng-
awisan DPR tersebul memiliki
dasar ol sebagnimama di-
atur dalam Pusal 1 3 Un-
damg-Undang Tosar 1945, Sa-
lamm ilu, UL Nomor 17 Tahun
204 pentang MPR, DR, DPD,
dan DEPRD (ME) memsama-
natkan DR anmok mengaswasi
peluksanaan undang-undang,
kehijakan puhlik, serta kKinerja
lembaga negam.

Selain itw, UL Mo 1572014
Jupga memberikan bandasan hu-
kum bagi DFR dalwn meenja
lamkan  fungsi pengawasan.
Furngsi ini meliputi pelaksanaan
undang-undang evaluasi keli-
Jukan publik, dan penilaian ki
nerja lembaga negara.

Sayangnya. UL P2SK mem
hita: akuntabilitas hanya
pada ko an emelaporkan,
bukan penilainn dan evaluasi

kinerja” katanya.

Belama ini, lanjur Agnos, U7
F2SK hanya mewaibken B,
LU, dan LPE wmengampailan
Liporan kinerja., laporen kew-
angan taxhoman, laporan kehi-
Jukan strategis, serta laporman
stabilitns di sekbor kevangan
kepada DPH.

Alha=il, pengawasan oongde=
rung bersifat Tormalitas tanpa
tricighasilkan penilaian dan pa
rameter evalussi perti indi-
koo stabilitas keuangan, K-
muudian, tidak sda pula ukuran
clfeklivitas  penggunonn dama
publik can standar perlindong-
an ookt yang jelas.

Maka dari itu, Agus meng-
usulliun  BLLU P25k torot
mengatur kewenangan DIPR da-
Lo rrrenilad dim mengevalunst
kimerja lembaga, trermasuk De-
wan  Bomisioner dan Dewan
Cubemur, Proses evaluasi dila-
Lukan berdusarkan fulita scsu
dahrwn (ex paostd, alib-alih sehe-
lum kijadsam dex cned.

“Perlu ada y I* cdan pa-
rameler evaluwst DER techadap
RI, WK, dan 1LPS supena tidak
lerkesan jugs mencari kesalah-
an, P 1 vang pertama, DR
tidak mencampurt kepulusan
teknizs operagional, Yang kedua,
DPR tidak menentukan swcku
Tumgn, likuiditas, ataw resolusi
bank secara langsunpg” tutur-
T

Selanjutnys, hasil  evaluass
dan pepilaian leesebut disam
petikan dalam bentuk rekomen-
dasi kepada pimpinen DPR un

ik selanjutrya ditind akianjuts
olek pemerintah das Bersifat
mengikat. Rekomendasi ind puan

mernbutuhkon Dukti louat dar
terhehas dari nrusan poditik,

Prinsip independensi

TH sigi lain, Apns menekan-
kun, lembag kewangan tetup
haris menjalankan  fugasnya
sevand independen, Akan letapi,
independensi ketign lembaga
itu hanys berssifat funpsional,
Fkay inde pendensi  alsalst
yang lerbehes dan pengawasan
publik dar TR

Menurut dia, sstisp keputis-
an dan Kebijakan vang diambil
oleh Bl (03] =erta LPS pada
dasarnyn b indeperaden
herbaszis otoritatifl Artimes, ke
Brijoduner yang diambil memiliki
dasar pertimbangan secira tek-
nis- keilmuan ckonomi i
dak biza diindikasikan sel
prherjian vang dipolitisas:

"Kalaw teknis, tidak bvisa di-
utak atik Topi. Begmite masul
wilayah jublik yang bervkaitan
dengan sistemik berncgard, Bisa
dilakukan  pengawazan oleh
DAPIET wjor Apus.

Sementara itu, Ketuz Panja
RUU P2sSK Mobhamad  Llekal
mermambahlkan, sehouh nsulan
dart akademisi sebagai bentuk
partisipasi pahlik Lerwoneingifind
paciicipationt alas  perubashan

LI Pask, Sefanjubiva, usulan
yvang  masuk  akan mengadi
bahan  pertimbangan dalaon

pembahasan bersama pemerin-
tah,

Terkait dengan  penguoatan
fungsi DPI, da berpendapat,
usulan ini memang haros dila-
kukin scoaos propoersional. Di

perlukan penegasan dalam
RULU P2SK agar  pengawasin
PR tidak sehatas  laporan.

Letapl dapat Ickih mendalami

kinerja lembaga keuangan.
"Teknisnva bisa kita Badiae

belakangan.,  persismea, 1K

DPR

(Indikalur Kimerga Ulama)-nya
apa atan bentuk pengawasan
Luin-lalnnya apa Buad kila, La-
hapam ini. kan, yang penting
bahasa di dalam undang-un-
dang kim-kita pas, Kitax hisa

lanjuikan dalam forum atao

edia 1 S ET

Kualitas parlemen
Dihubumg  secara  terpisah,

Guri Besar Falaltas Elonomi
dan Bisnis [niversitas Andalas
Syvafruddin Karimi  berpenda
prat. kualitas parlemen akan sa
mgal menentukan pengaawasan
terhacdap B, (MK, dan LIPS he-
mane boenar memperkoat akun
tabilitas stau justru memprao-

Auksi ketidakpastion.
TRisikn  penerapan  penga-
v yvang  melebar  muncul

ketika evaliasi bergerak dari
pengujien kinerja menjodi pe

ngendalian operasional atan
arcaman lerbadap jabatan” ka

[ERVLGEN

lenurul dia, praklik-praktik
seprti it justiu akan mengikis
ndependenst lembaga keuang-
ar,  mennrunkan kreedibilitas
kebijakan, dan babkkan membu-
ab peelak pasar manaikkan pre-
mi risikos Maka dari ito, desain
pengowesan daliom resn LI
P25K haras tetap menjaga pa-
ET VHILE Tegns,

Pengavea=an tersebut dapat
dilakukan dengan ITHPI hanya
akan menilai hasil kinerja dan
tatin keicla,

i sisi lain, BI, LK. dan 1.I°S
tetap mepjalankan lepulusan
teknis s 1ai mandat vang dihe-
rikin serta pemberhention pe
jahat tetap mengikuti krviteris
hukwm  yang  obwektif, bukon
selera paolitik. (AGE)
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